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Abstrak 
Dalam fragmentasi pendidikan Islam, salah satu hal yang menarik untuk disorot dan 
dianalisa adalah kebijakan tentang transformasi atau konversi institut menjadi universitas, 
spesifiknya konversi IAIN menjadi UIN. Karena itu, untuk mengetahui dan memahami serta 
menganalisis kebijakan konversi IAIN menjadi UIN dan dinamika yang menyertainya, 
makalah singkat ini berusaha untuk mendeskripsikan latar belakang, urgensitas dan 
rasionalitas konversi dan tranformasi IAIN; mengungkap kekhawatiran yang timbul dan 
permasalahan yang ada sebagai dampak dari konversi IAIN menjadi UIN; dan menganalisa 
ide konversi tersebut untuk mengkritisi segi-segi kelebihan dan kekurangannya serta untuk 
mengajukan alternatif pemecahannya yang dapat dijadikan sebagai saran dan rekomendasi; 
berdasarkan faktor-faktor utama yang memengaruhinya dan juga berdasarkan analisis 
SWOT. 
 
A. Pendahuluan 
Secara kultural berdasarkan latar 
belakang sejarah dan kebudayaan bangsa 
serta eksistensinya dalam membantu 
keberhasilan pendidikan nasional, yaitu 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
menanamkan nilai ketakwaan, pendidikan 
agama Islam dalam sistem pendidikan 
nasional merupakan “senyawa” dalam 
proses pendidikan yang dilaksanakannya. 
Terlebih setelah diterbitkannya Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional 
Nomor 2 Tahun 1989, yang merupakan 
wadah formal dan landasan konstitusional 
bagi terintegrasinya pendidikan Islam 
dalam sistem pendidikan nasional.1 
                                                 
*  Dosen Tetap Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 
STAI Al-Hidayah Bogor 
1
  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional tersebut kemudian 
diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
dilatarbelakangi keinginan untuk memperbaiki 
seluruh aspek pendidikan yang masih dinilai 
lemah, termasuk memperbaiki kelemahan 
pendidikan Islam, utamanya berkaitan dengan 
peningkatan mutu pendidikan, antara lain terkait 
dengan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, 
kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, 
pembiayaan, penjenjangan, sarana-prasarana, 
legalitas, gelar dan lainnya serta dengan 
memasukkan pesantren, ma’had ali, raudhatul 
athfal dan majelis taklim, bukan hanya madrasah 
Salah satu lembaga pendidikan Islam 
yang mengemban amanat tersebut di atas 
adalah lembaga pendidikan tinggi Islam 
negeri, antara lain bernama Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) yang tersebar di 
banyak wilayah Nusantara. Seiring dengan 
perkembangan sejarahnya dan tuntutan 
kemajuan globalisasi yang menuntut sikap 
proporsional dan peran maksimal,2 serta 
penerapan strategi pengelolaan yang sesuai 
dengan tantangan globalisasi tersebut3 dan 
                                                                        
saja. Kedua undang-undang ini telah membawa 
perubahan mendasar dan perspektif baru yang 
amat revolusioner dalam konteks perbaikan 
sektor pendidikan secara general dan pendidikan 
Islam secara spesifik. Lihat Nata, Membangun 
Keunggulan Pendidikan Islam di Indonesia, 
Jakarta: UIN Jakarta Press dan PT Prenada 
Media, 2008, hlm. 102-106; Nata, Sejarah 
Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2011, hlm. 352; Nata, Kapita 
Selekta Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer 
tentang Pendidikan Islam, Depok: PT 
RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 45-54; dan 
Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan 
Demokratis: Sebuah Model Pelibatan 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Pendidikan, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2007, hlm.10-11 . 
2
  Lihat Nata (ed.), Kapita Selekta Pendidikan 
Islam, hlm. 187-190. 
3
  Nata, Pendidikan Islam di Era Global: 
Pendidikan Multikultural, Pendidikan Multi 
Iman, Pendidikan Agama, Moral dan Etika, 
Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, hlm. 353-354. 
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reorientasi visi-misi perguruan tinggi Islam 
sendiri dalam menciptakan lulusan yang 
profesional, kompetitif dan berwawasan 
multikultural,4 maka muncullah ide dan 
rencana pengembangan IAIN menjadi UIN 
(Universitas Islam Negeri). 5  
 
B. Urgensi Konversi IAIN Menjadi UIN 
Secara ontologis, spesifiknya dari 
aspek term literal-linguistik, dinyatakan 
bahwa jika dikaji secara seksama, 
sebenarnya nama IAIN sendiri yang dalam 
bahasa Arabnya al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah 
al-Hukumiyyah secara harfiah sudah 
                                                                        
Menurut Dr. Azyumardi Azra, terdapat 8 
langkah strategis yang perlu dilakukan 
perguruan tinggi di era global, yaitu (a) 
memperluas apresiasi publik atas usaha 
Perguruan Tinggi; (b) meningkatkan pemahaman 
kita tentang dunia kerja dan sekitarnya; (c) 
menjadikan Perguruan Tinggi sebagai lembaga 
ilmiah yang lebih efektif; (d) mengintegrasikan 
penilaian (assesment), perencanaan dan 
peningkatan (improvement); (e) memperkuat dan 
memperluas komitmen pada kerjasama dan pada 
komunitas; (f) mengakui bahwa setiap orang 
dalam Perguruan Tinggi adalah guru bagi yang 
lain; (g) memberikan perhatian dan sumber-
sumber lebih besar kepada kepemimpinan; dan 
(h) mengerangkakan visi keunggulan secara 
lebih luas.  
4
  Lihat Nata, Modernisasi Pendidikan Islam di 
Indonesia, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, 
hlm. 150-161. 
5
  Perubahan atau tepatnya konversi dan 
transformasi IAIN menjadi UIN dinyatakan 
sudah lama direncanakan. Diseminasi ide 
konversi ini setidaknya dapat diklasifikasi ke 
dalam tiga tahapan, yaitu (a) masa Prof. Dr. 
Harun Nasution di tahun 80-an, berupa lontaran 
ide; (b) masa Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab, 
berupa pematangan dan penuangan konsep yang 
semakin konkret; dan (c) masa Prof. Dr. 
Azyumardi Azra, berupa perjuangan dan 
perwujudan dengan menerapkan konsep IAIN 
with wider mandate (IAIN dengan mandat yang 
lebih luas). Lihat Nata, Manajemen Pendidikan: 
Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 
Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2012, hlm. 66; dan Said Agil Husin Al 
Munawar, et.al., Teologi Islam Rasional: 
Apresiasi terhadap Wacana dan Praksis Harun 
Nasution, ed. Abdul Halim, Jakarta: PT Ciputat 
Press, 2005, hlm. 167-168. 
menunjukkan arti universitas, karena al-
Jāmi’ah secara harfiah memang berarti 
universitas. Di samping itu, kenyataan yang 
ada pada beberapa fakultas yang ada di 
IAIN juga sebenarnya sudah 
menggambarkan sebuah universitas, bukan 
institut. Karena itu, perubahan IAIN 
menjadi UIN adalah hal yang 
menguntungkan, minimal untuk 
memperbaiki kesalahan atau kekurang-
taktisan penerjemahan dari para pendahulu 
pendidikan Islam6, yang menerjemahkan 
al-Jāmi’ah dengan institut, bukan dengan 
term universitas.7 
Menurut Azra, bahwa konsep dasar 
awal pengembangan IAIN (Jakarta) pada 
tahun 1990-an menjadi UIN bertolak dari 
beberapa masalah pokok yang dihadapi 
IAIN dalam perkembangannya selama ini, 
antara lain8: 
Pertama, IAIN belum berperan 
secara optimal dalam dunia akademik, 
birokrasi dan masyarakat Indonesia secara 
keseluruhan. Di antara ketiga lingkungan 
ini, kelihatannya peran IAIN lebih besar 
pada masyarakat, karena kuatnya orientasi 
                                                 
6
  Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 
61-62. 
7
  Lihat Munir Ba’albaki, al-Mawrid al-Waséţ: A 
Concise English-Arabic Dictionary, Beirut: Dar 
el-Ilm lil-Malayén, 1983, hlm. 621. 
Selain valid bila ditinjau dari segi pengertian, 
terlihat bahwa universitas memiliki jangkauan 
keilmuan yang lebih luas untuk dikembangkan 
dibanding institut, karena universitas 
mengembangkan sejumlah disiplin ilmu 
pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. 
Adapun institut, hanya mengembangkan 
sekelompok ilmu pengetahuan, teknologi 
dan/atau kesenian yang sejenis. Lihat Haidar 
Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem 
Pendidikan Nasional di Indonesia, Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 132-
133. 
8
  Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan 
Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: PT 
Logos Wacana Ilmu, 2002, hlm. 38-39. 
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kepada dakwah daripada kepada 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
Kedua, kurikulum IAIN belum 
mampu meresponsi perkembangan iptek 
dan perubahan masyarakat yang semakin 
kompleks. Hal ini disebabkan terutama 
karena bidang kajian agama yang 
merupakan spesialisasi IAIN kurang 
mengalami interaksi dan reapprochement 
dengan ilmu-ilmu umum, bahkan masih 
cenderung dikotomis. Kurikulum IAIN 
masih terlalu berat pada ilmu-ilmu yang 
bersifat normatif, sedangkan ilmu-ilmu 
umum yang dapat mengarahkan mahasiswa 
kepada cara berpikir dan pendekatan yang 
lebih empiris dan kontekstual tampaknya 
masih belum memadai. 
Dalam kesempatan lain, ia juga 
mengakui banyaknya kritik yang ditujukan 
terhadap IAIN antara lain berupa (1) 
kelemahan kemampuan bahasa, baik 
bahasa Arab, Inggris maupun bahasa 
Indonesia sendiri; (2) kelemahan sistem 
dan metode, karena kurang memberikan 
kesempatan kepada pengembangan kualitas 
mahasiswa yang kritis, bersifat satu arah 
dan masih menganut “The Banking 
Concept of Education” yang dikritik Freire; 
(3) kelemahan sikap mental ilmiah, baik di 
kalangan dosen dan terlebih di kalangan 
mahasiswa, dimana pendidikan terlihat 
hanya seperti rutinitas akademik dan 
interaksi terjadi hanyalah di dalam ruang 
kuliah; dan (4) kekurangan piranti keras 
(hardware), terutama kurangnya sarana-
sarana fisik dan tenaga dosen profesional.9 
Kritik internal inilah yang boleh jadi 
menjadi alasan kuat yang melatarbelakangi 
perubahan atau konversi IAIN menjadi 
UIN. 
                                                 
9
  Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim & 
Pendidikan Islam, Ciputat: PT Logos Wacana 
Ilmu, 1999, hlm. 126-128. 
Di sisi lain, ketika beberapa pimpinan 
IAIN mengajukan permohonan atau 
berjuang agar IAIN berubah status menjadi 
UIN, di antara alasan yang dikemukakan 
sebagai rasionalitas pemikiran dari konversi 
dan tranformasi tersebut adalah10: 
 Pertama, perubahan status Institut 
menjadi Universitas adalah sarana untuk 
mengembangkan program studi dan 
fakultas non agama atau fakultas umum 
yang memungkinkan para lulusan 
IAIN/UIN memperoleh akses yang lebih 
luas dalam mencari lowongan kerja. 
Kedua, untuk mengintegrasikan 
pengetahuan agama dan umum yang masih 
dianggap bersifat dikotomik dan menimbul-
kan pelbagai implikasi yang tidak 
diinginkan. 
Sedangkan alasan paling urgen yang 
melatarbelakangi perlunya konversi IAIN 
menjadi UIN minimal ada lima, yaitu11: 
Pertama, adanya perubahan jenis 
pendidikan pada Madrasah Aliyah, yaitu 
perubahan dari sekolah agama menjadi 
sekolah umum yang bernuansa agama. 
Dimana pada masa sekarang muatan mata 
pelajaran umum di Madrasah Aliyah lebih 
dominan dan lebih kuat dibandingkan 
muatan mata pelajaran agama pada 
Madrasah Aliyah di masa sebelumnya, 
dimana terdapat jurusan Sosial, Eksakta, 
Bahasa dan Fisika. Karena itu, agar lulusan 
Madrasah Aliyah tidak sulit dan dapat 
diterima di IAIN, maka IAIN harus 
dikonversi menjadi universitas. Selain itu, 
dengan konversi tersebut IAIN juga akan 
membuka kesempatan bagi tamatan 
                                                 
10
  Marwan Saridjo, Pendidikan Islam dari Masa ke 
Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap 
Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: PT 
Penamadani dan Yayasan Ngali Aksara, 2010, 
hlm. 203-204. 
11
  Lihat Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 
56-61. 
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Sekolah Menengah Umum (SMU) untuk 
studi di UIN. 
Kedua, adanya dikotomi antara ilmu-
ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang 
antara lain dapat diatasi dengan program 
integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-
ilmu umum dengan cara mengkonversi 
IAIN menjadi UIN. Melalui konversi 
tersebut diharapkan dapat dilakukan 
program Islamisasi, spiritualisasi atau 
integrasi antara ilmu pengetahuan, untuk 
menciptakan intelek yang ulama dan ulama 
yang intelek. 
Ketiga, konversi IAIN menjadi UIN 
akan memberikan peluang kepada 
lulusannya untuk dapat memasuki lapangan 
kerja yang lebih luas, bukan hanya bekerja 
di lingkungan Departemen Agama atau 
pada bidang keagamaan, namun juga pada 
bidang dan jabatan strategis nonkeagamaan 
yang selama ini hanya dapat diisi oleh 
lulusan lembaga-lembaga pendidikan tinggi 
non-IAIN, seperti ITB, UGM dan UI. 
Selain memiliki nilai plus karena dijabat 
oleh sarjana lulusan UIN yang memiliki 
bidang keahlian dan keilmuan sesuai yang 
dibutuhkan lapangan kerja dan karena 
memiliki dasar agama yang kuat dan akhlak 
yang mulia, walaupun baru sebatas asumsi, 
pada gilirannya lulusan tersebut diharapkan 
dapat meminimalisir pengelolaan yang 
kurang amanah, seperti terjadinya 
kebocoran, korupsi, kolusi dan nepotisme 
yang mendera bangsa. 
Keempat, konversi IAIN menjadi 
UIN diperlukan dalam rangka memberikan 
peluang kepada lulusan IAIN untuk 
melakukan mobilitas vertikal, yaitu 
kesempatan dan peran untuk memasuki 
medan gerak yang lebih karena tidak 
termarginalisasi, bahkan akan dapat 
memasuki wilayah gerak yang lebih 
bervariasi dan bergengsi. Pada akhirnya, 
konversi ini diharapkan dapat melahirkan 
umat Islam sebagai adidaya dan pelopor 
dalam gerakan peradaban umat manusia 
seperti para pendahulunya di abad klasik. 
Kelima, konversi IAIN menjadi UIN 
sejalan dengan tuntutan umat Islam yang 
selain menghendaki adanya pelayanan bagi 
penyelenggaraan pendidikan yang 
profesional dan berkualitas tinggi, juga 
lebih menawarkan banyaknya pilihan, 
spesifiknya di era globalisasi yang 
memiliki permasalan dan tuntutan yang 
kompleks serta untuk menyeimbangkan 
orientasi kehidupan ukhrawi dengan 
duniawi. 
Demikian di antara latar belakang, 
urgensitas dan rasionalitas kuat bagi 
konversi IAIN menjadi UIN yang bukan 
saja dianggap perlu, namun juga tampak 
mendesak untuk segera dilakukan, 
spesifiknya untuk merespon tantangan 
globalisasi. Tantangan globalisasi tersebut 
antara lain berupa (1) globalisasi di bidang 
budaya, etika dan moral sebagai akibat dari 
kemajuan teknologi di bidang transfortasi 
dan informasi; (2) rendahnya tingkat social-
capita, dengan intinya adalah trust (sikap 
amanah); (3) hasil-hasil survei internasional 
menunjukkan bahwa mutu pendidikan di 
Indonesia masih rendah; (4) disparitas 
kualitas pendidikan antar daerah di 
Indonesia masih tinggi; (5) 
diberlakukannya globalisasi dan 
perdagangan bebas yang berarti persaingan 
alumni sekolah/madrasah dan perguruan 
tinggi dalam pekerjaan semakin ketat; (6) 
angka pengangguran lulusan 
sekolah/madrasah dan perguruan tinggi 
semakin meningkat; (7) tenaga asing 
meningkat sedangkan tenaga Indonesia 
yang dikirim ke luar negeri pada umumnya 
nonprofesional; (8) orang-orang lebih 
senang studi atau menyekolahkan anaknya 
di luar negeri; (9) eskalasi konflik yang 
dapat mengancam harmoni bahkan 
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integrasi sosial, baik lokal, nasional, 
regional maupun internasional; (10) 
permasalahan makro nasional, menyangkut 
krisis multidimensional baik di bidang 
ekonomi, politik, moral, budaya dan 
sebagainya; dan (12) peran 
sekolah/madrasah dan perguruan tinggi 
dalam membentuk masyarakat madani 
(civil society).12 
Atau seperti yang dikemukakan pihak 
lain, bahwa terdapat sejumlah tantangan 
yang dihadapi oleh dunia Islam abad 21 
adalah (1) krisis lingkungan; (2) tatanan 
global; (3) post modernism; (4) sekularisasi 
kehidupan; (5) krisis ilmu pengetahuan dan 
teknologi; (6) penetrasi nilai-nilai non 
Islami; (7) citra Islam; (8) sikap terhadap 
peradaban lain; (9) feminisme; (10) hak 
asasi manusia; dan (11) tantangan 
internal.13 
Karena itu, untuk mencari landasan 
konsepsional yang menguatkan tentang 
perubahan konsep pendidikan tinggi Islam, 
Prof. Dr. Muhaimin memetakan adanya 
tiga aspek yang melandasi perubahan atau 
konversi tersebut, yaitu (1) normatif-
teologis; (2) filosofis; dan (3) historis, 
dengan deskripsi sebagai berikut14: 
Pertama, landasan normatif-teologis, 
berakar dari keberadaan Islam sebagai 
doktrin yang berisikan ajaran untuk 
memasuki Islam secara kāffah 
(menyeluruh) sebagai lawan dari berIslam 
                                                 
12
  Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari 
Paradigma Pengembangan, Manajemen 
Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi 
Pembelajaran, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2009, hlm. 15-17. 
13
  Muhaimin, Arah Baru Pengembangan 
Pendidikan Islam: Pemberdayaan, 
Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi 
Islamisasi Pengetahuan, Bandung: Penerbit 
Nuansa, 2010, hlm. 197. 
14
  Ibid. Lihat pula Ninik Masruroh dan Umiarso, 
Modernisasi Pendidikan Ala Azyumardi Azra, 
Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 196-197. 
secara parsial. Hal ini mengandung makna 
bahwa setiap Muslim dituntut untuk 
menjadi aktor dalam beragama yang loyal, 
concern dan comitment dalam menjaga 
ajaran dan nilai-nilai Islam dalam aspek 
kehidupannya, serta bersedia dan mampu 
berdedikasi sesuai dengan minat, bakat dan 
kemampuan dalam perspektif Islam untuk 
kepentingan kemanusiaan. 
Kedua, landasan filosofis, didasarkan 
atas pandangan bahwa pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi harus bertolak 
dan berakar secara teosentris dimana 
konsep antroposentris menjadi bagian 
esensial dari konsep teosentris. Dengan 
demikian, segala proses, produk pencarian, 
maupun penemuan iptek dan 
pemanfaatannya dalam kehidupan umat 
manusia merupakan realisasi dari misi 
kekhalifahan dan pengabdiannya kepada 
Allah di dunia dan dalam rangka mencari 
ridha-Nya dalam kehidupan ukhrawi. Oleh 
karena itu, pengembangan atau konversi 
pendidikan Islam dalam konteks filosofis 
ini harus bertolak dari konstruk pemikiran 
atau epistemologi bahwa yang vertikal-
teosentris (ajaran dan nilai-nilai Ilahi) 
merupakan sumber konsultasi yang 
sentralistik dan didudukkan sebagai āyat, 
furqān, hudan dan rahmah. Sedangkan 
yang horizontal yang meliputi pendapat, 
konsep, teori dan temuan-temuan ilmu 
pengetahuan berada dalam posisi sejajar 
yang saling sharing ideas untuk selanjutnya 
dikonsultasikan kepada ajaran dan nilai-
nilai Ilahi terutama yang menyangkut will 
exist atau dimensi aksiologisnya. 
Ketiga, landasan historis dalam 
perubahan pendidikan Islam –termasuk 
konversi IAIN menjadi UIN– dapat 
ditemukan bahwa pada abad 8-10 M., 
dimana ketika itu gerakan-gerakan ilmiah 
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atau etos keilmuan di kalangan ulama 
sangat dinamis. 
Berdasarkan urgensitas dan alasan-
alasan tersebut, tidak salah bila dinyatakan 
bahwa perubahan institut (IAIN) menjadi 
universitas (UIN) selain dianggap 
fenomena menarik, juga merupakan suatu 
keniscayaan untuk menjadikan dan 
mengembangkan perguruan tinggi Islam 
yang berkualitas, menjadi rujukan umat 
Islam Indonesia, memiliki kewibawaan 
akademik, menghasilkan berbagai tawaran 
ilmiah dan memiliki pengaruh dalam skala 
internasional.15 
 
C. Dinamika Konversi IAIN Menjadi 
UIN 
Konversi dan transformasi IAIN 
menjadi UIN, dari semenjak rencana, 
proses dan boleh jadi hingga realisasinya 
serta dalam setiap gerak perkembangannya, 
seperti lazimnya sebuah kebijakan tentu 
saja bukan tanpa masalah, namun ada saja 
masalah yang melingkupi dinamikanya. 
Dalam konversi tersebut terdapat sejumlah 
permasalahan yang menyertainya, baik 
bersifat legalitas formal, kelembagaan, 
filosofis-historis, politis dan bahkan 
bersifat psikologis. 
Pertama, dari segi legalitas formal 
atau peraturan yang ada. Seperti PP Nomor 
60 Tahun 1999, peluang IAIN untuk 
menyelenggarakan program akademis 
bidang studi nonkeagamaan tidak 
dimungkinkan. Peraturan tersebut 
menggariskan bahwa institut adalah 
lembaga pendidikan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan dalam suatu 
kelompok bidang studi tertentu, seperti 
kelompok bidang studi agama atau lainnya. 
IAIN misalnya hanya menyeleng-garakan 
                                                 
15
  Lihat Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, 
Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 115-116. 
pendidikan kelompok bidang studi agama 
saja. Dengan demikian institut tidak 
dimungkinkan membuka program studi di 
luar kelompok bidang studi yang 
ditetapkan, walaupun dalam praktiknya 
terdapat penyimpangan, misalnya di IAIN 
yang sejak tahun 70-an sudah memiliki 
beberapa jurusan umum. Karena bukan 
universitas, seringkali lulusan jurusan-
jurusan umum di IAIN belum diakui oleh 
masyarakat pada umumnya seperti lulusan 
yang sama dari fakultas di luar IAIN seperti 
UI, IPB, ITB atau lainnya. Mereka juga 
sering mengalami kesulitan ketika akan 
menggunakan ijazah dari jurusan umum 
tersebut untuk kepentingan memasuki 
lapangan pekerjaan (civil effect), karena 
gelarnya tetap saja Sarjana Agama 
(S.Ag.).16 
Oleh karena itu, sebagian pihak 
mengkhawatirkan dengan dibukanya 
jurusan-jurusan umum di IAIN yang 
bertransformasi menjadi UIN justru akan 
semakin merunyamkan sistem 
penyelenggaraan pendidikan tinggi di 
Indonesia? Bahkan kehadiran UIN dan 
universitas negeri menjadi saling 
overlapping antara satu dengan yang 
lainnya?17 
Kedua, dari segi kelembagaan. 
Maksudnya, apakah setelah IAIN 
dikonversi menjadi universitas nantinya 
tetap berada di bawah naungan Departemen 
Agama (Depag), atau berada di bawah 
Departemen Pendidikan Nasional 
(Depdiknas). Menempatkan IAIN yang 
berubah menjadi UIN pada salah satu dari 
dua departemen tersebut bukan merupakan 
                                                 
16
  Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 
62-63. 
17
  Lihat Saridjo, Pendidikan Islam dari Masa ke 
Masa: Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap 
Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 209. 
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solusi yang tepat. Jika UIN tetap berada di 
bawah Depag akan mengalami kesulitan 
dalam hal tersedianya organ yang membina 
fakultas-fakultas umum. Organ yang 
membina fakultas-fakultas umum sendiri 
berada pada Depdiknas. Demikian juga bila 
UIN berada di bawah Depdiknas juga akan 
mengalami kesulitan, karena di Depdiknas 
tidak cukup tersedia unit yang membina 
fakultas-fakultas agama yang ada di UIN.18 
Sehingga konversi IAIN menjadi UIN, 
hakekatnya adalah perubahan dari 
perguruan tinggi agama menjadi 
perguruan tinggi umum yang memiliki ciri 
khas agama.19  
Ketiga, dari segi filosofis-historis. 
Secara filosofis, keberadaan IAIN 
merupakan lembaga yang dengan khusus 
mengkaji, mendalami dan mengembangkan 
ajaran Islam agar tetap aktual dan responsif 
terhadap perkembangan zaman. Adapun 
secara historis, kehadiran IAIN tidak dapat 
dilepaskan dan bukti perjuangan dakwah 
Islam yang dilakukan para tokoh muslim. 
Perjuangan dakwah Islamiyah tersebut 
telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, 
bahkan harta benda dan jiwa yang tidak 
ternilai harganya. Hasil perjuangan ini 
dinilai begitu berharga dan telah tercatat 
dalam sejarah umat Islam di Indonesia, dan 
disayangkan manakala hasil perjuangan ini 
dihapus dan dibuang begitu saja.20 
Karena itu, ada yang mengingatkan 
bahwa meskipun di UIN dibuka fakultas-
fakultas eksakta dan terdapat ilmu 
kealaman, ia tetap bukan bagian dari kajian 
                                                 
18
  Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 
63. 
19
  Saridjo, Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: 
Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap 
Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 209. 
20
  Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 
63-64. 
Islam, melainkan bagian dari prasyarat bagi 
kemajuan Islam.21 
Keempat, dari segi politis.  
Menurut catatan sejarah, bahwa 
berdirinya IAIN tidak terlepas dari 
penghargaan pemerintah saat itu terhadap 
peran dan kontribusi umat Islam dalam 
keikutsertaan memperjuangkan tegaknya 
Republik Indonesia. Berdasar atas hal itu, 
maka umat Islam harus diberikan tempat 
dan kesempatan yang proporsional di 
republik ini untuk memasyarakatkan dan 
mengembangkan ajaran Islam, serta 
mencerdaskan umat Islam melalui 
dibukanya perguruan tinggi Islam. Melalui 
lembaga inilah proses peningkatan dan 
pemberdayaan kualitas sumber daya 
manusia dapat dilakukan. Dengan 
demikian, umat Islam akan mempunyai 
kemampuan dan peluang untuk ikut serta 
membangun Republik ini, serta untuk 
menikmati hasilnya. Perubahan IAIN 
menjadi UIN dikhawatirkan bisa mengubur 
fakta historis politis umat Islam tersebut22, 
sebagai sebuah fakta sejarah berharga yang 
tentu saja tidak boleh dilupakan, terlebih 
bila dinihilkan. 
Kelima, dari segi psikologis. 
Sedangkan secara psikologis, 
konversi dan transformasi IAIN menjadi 
UIN dikhawatirkan akan berdampak 
negatif, baik dari aspek legalitas formal, 
kelembagaan, filosofis-historis dan politis 
seperti yang telah dikemukakan. Di 
samping itu, dari segi psikologis juga 
berupa beberapa pertanyaan menggelitik 
yang seringkali dijadikan alasan untuk 
menolak ide dan kebijakan konversi IAIN 
                                                 
21
  Saridjo, Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: 
Tinjauan Kebijakan Publik Terhadap 
Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 208-209. 
22
  Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 
65. 
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menjadi UIN, antara lain (1) apakah UIN 
akan tetap memelihara dan mengembang-
kan ilmu-ilmu keislaman?; (2) siapakah 
yang akan memelihara dan mengembang-
kan ilmu keislaman bila energi dan prioritas 
UIN dimaksimalkan untuk mengembang-
kan pelbagai program studi umum?; dan (3) 
apakah ilmu-ilmu keislaman tidak akan 
termarjinalkan, atau paling minimal sepi 
peminat?. 
Berdasarkan dinamika tersebut, dapat 
dikemukakan bahwa konversi IAIN 
menjadi UIN masih menghadapi masalah, 
persoalan dan tantangan yang tidak ringan. 
Namun hal ini tidak harus menjadi alasan 
untuk “surut ke belakang”, karena yang 
dilakukan oleh semua pihak adalah 
memecahkan berbagai persoalan tersebut 
dan mencari solusinya. 
Dalam susut pandang berbeda, selain 
untuk menjawab kritik terhadap IAIN, 
terdapat sejumlah alternatif dan langkah 
yang telah dilakukan dan bahkan harus 
terus dikembangkan untuk memenuhi 
dinamika dan tuntutan konversi IAIN 
menjadi UIN adalah23: 
Pertama, penataan organisasi. 
Yaitu berupa penataan fakultas-
fakultas IAIN yang tersebar dengan 
perbedaan faktor-faktor pendukungnya, 
menetapkan syarat dan regulasi bagi 
konversi IAIN menjadi UIN. 
Kedua, penyempurnaan sistem 
pendidikan dan kurikulum.  
Antara lain dilakukan dengan 
merubah orientasi IAIN yang hanya 
sekedar untuk mencetak pegawai negeri 
(white collar job) terutama untuk bekerja di 
lingkungan Departemen Agama. Ketika 
dikonversi menjadi UIN, lulusan UIN 
diharapkan dapat bekerja di lapangan lain, 
                                                 
23
 Lihat Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim & 
Pendidikan Islam, hlm. 128-130. 
khususnya menjadi ulama yang berperan 
langsung di masyarakat. Dengan sendirinya 
setelah menjadi UIN, sistem pendidikan 
dan orientasi kurikulum harus diarahkan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
luas dan dapat meresponi perubahan-
perubahan yang sedang dan akan terjadi 
dalam proses modernisasi (pembangunan). 
Ketiga, peningkatan personal. 
Adalah dengan meningkatkan 
kuantitas dan kualitas personal sivitas 
akademika, terutama tenaga dosen. Secara 
kuantitas adalah dengan menyeimbangkan 
rasio dosen dengan jumlah mahasiswa. 
Sedangkan untuk peningkatan kualitas 
dosen dengan memberikan kesempatan 
kepada para dosen untuk mengikuti 
program pelatihan penelitian pengembang-
an, baik dalam bidang agama di bawah 
naungan Departemen Agama maupun 
dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Cara 
peningkatan kualitas dosen lainnya adalah 
dengan menyelenggarakan progran studi 
purna sarjana (SPS) yang kemudian diubah 
menjadi program S2 dan S3, 
menyelenggarakan “crash program” untuk 
menghasilkan doktor tanpa harus melalui 
program perkuliahan dan dengan 
melakukan pengiriman para dosen ke luar 
negeri, utamanya adalah untuk mempelajari 
“metodologi”. 
Keempat, selain langkah-langkah 
tersebut di atas, hal lainnya yang harus 
dilakukan –setelah konversi IAIN menjadi 
UIN– adalah penataan/pengembangan 
sarana-sarana fisik, material dan keuangan, 
karena menunjang peningkatan proses dan 
output pendidikan. 
 
D. Analisa Kritis terhadap Kebijakan 
Konversi IAIN Menjadi UIN 
Untuk menganalisa sebuah kebijakan 
pendidikan –termasuk kebijakan konversi 
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IAIN menjadi UIN–, maka dapat dilihat 
berdasarkan hal-hal berikut: 
Pertama, analisis tentang faktor yang 
mempengaruhi pendidikan Islam di 
Indonesia: 
 
1. Kebijakan Politik 
Kebijakan politik mempengaruhi 
pendidikan dikarenakan berada dalam 
sistem dan pemerintahan tertentu sehingga 
corak dan sistem politik ikut mewarnai 
sistem pendidikan, termasuk sistem 
pendidikan Islam. 
Seperti telah diketahui bersama, 
konversi IAIN menjadi UIN terjadi pada 
pemerintahan Era Reformasi yang menurut 
Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. dalam 
karya bernasnya, Sejarah Pendidikan Islam 
diasumsikan sebagai upaya untuk 
mengatasi pelbagai masalah atau persoalan 
yang ditimbulkan pada masa Orde Baru 
yang dianggap merugikan, antara lain 
berupa24: 
a. Memberikan peluang yang lebih luas 
kepada masyarakat untuk 
mengekspresikan kebebasannya. 
b. Memberikan kebebasan kepada 
daerah untuk mengatur sebagian 
wewenangnya dalam penyeleng-
garaan pemerintahan melalui 
Undang-Undang tentang Otonomi 
Daerah. 
c. Mengembalikan peran dan fungsi 
ABRI sebagai alat negara, dan bukan 
alat penguasa serta harus bekerja 
secara profesional. 
d. Menyelenggarakan pemerintahan 
yang bersih dari KKN dengan 
membentuk KPK. 
e. Membebaskan pegawai negeri sipil 
dari kegiatan politik dan menjadikan 
                                                 
24
 Lihat Nata, Sejarah Pendidikan Islam, hlm. 348-
350. 
Korpri sebagai organisasi yang 
profesional. 
f. Menciptakan suasana yang aman, 
tertib, adil dan sejahtera. 
g. Membebaskan negara dari beban 
utang luar negeri yang melebihi 
kemampuan untuk membayarnya. 
h. Mengembalikan kedaulatan kepada 
rakyat. 
 
Semua kebijakan politik ini secara 
strategis diharapkan membawa dampak 
yang signifikan atau bahkan lebih baik bagi 
keadaan pendidikan Islam dalam berbagai 
aspek dan, antara lain berdampak pada 
perealisasian konversi IAIN menjadi UIN, 
peningkatan anggaran pendidikan, 
pengembangan kurikulum, penerapan 
manajemen yang berorientasi pada 
pemberian pelayanan yang baik dan 
memuaskan pada pelanggan (to give 
service and satisfaction for all customers) 
melalui konsep TQM (Total Quality 
Management)25 yang menganggap seluruh 
aspek manajemen terkait dengan fungsi 
manajemen, yakni planning, organizing, 
actuating, controlling, supervising, 
evaluating dan receiving sebagai suatu 
kesatuan yang saling berkaitan antara 
strengtenth, weakness, opportunity dan 
threathment harus mendukung lahirnya 
sebuah rencana pengembangan, serta 
menjadikan UIN ke depannya sebagai 
sekolah unggulan bertaraf internasional dan 
lain sebagainya. 
Di samping itu, bagi umat Islam 
ketika hendak merumuskan arah 
pendidikan Islam secara politis, termasuk 
dalam konversi IAIN menjadi UIN, hal ini 
harus ditujukan sebagai upaya untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional secara 
                                                 
25
 Diadaptasi dari Nata, Sejarah Pendidikan Islam, 
hlm. 352-360. 
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lebih optimal. Tujuan pendidikan Islam 
secara nasional di Indonesia, secara 
eksplisit walaupun tampak belum 
dirumuskan, karena Indonesia bukanlah 
negara Islam, namun tujuan pendidikan 
Islam tersebut secara nasional dapat dirujuk 
kepada tujuan pendidikan yang terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 Bab II Pasal 3 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional sebagai berikut: 
“Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan mem-
bentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang ber-iman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung 
jawab.”26 
Bila diperhatikan dengan cermat dan 
seksama, rumusan tujuan pendidikan 
nasional tersebut di atas walaupun secara 
eksplisit tidak menyebutkan kata-kata 
Islam, namun substansinya memuat ajaran 
Islam. Dalam rumusan tujuan pendidikan 
nasional tersebut mengandung nilai-nilai 
ajaran Islam yang telah terobjektifikasi, 
yaitu ajaran Islam yang telah 
mentransformasi ke dalam nilai-nilai yang 
disepakati dalam kehidupan nasional. 
Rumusan tujuan pendidikan nasional 
tersebut memperlihatkan tentang kuatnya 
pengaruh ajaran Islam ke dalam pola pikir 
(mindset) bangsa Indonesia.27 
Atau dengan ungkapan lain dapat 
dinyatakan bahwa implementasi pendidikan 
                                                 
26
  Lihat Jejen Musfah (ed.), Pendidikan Holistik: 
Pendekatan Listas Perspektif, Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2012, hlm. 63-64. 
27
  Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2012, hlm. 64. 
Islam dalam pencapaian tujuan pendidikan 
nasional adalah dengan melaksanakan 
pendidikan dan prosesnya dengan tidak lagi 
bertumpu kepada pemberian pengetahuan 
yang bersifat kognitif (to know), melainkan 
harus disertai dengan mengamalkannya (to 
do), menginternalisasikannya dalam diri (to 
be) dan menggunakannya bagi kepentingan 
masyarakat (to life together). Hal ini 
sejalan dengan sifat sebuah ilmu yang di 
samping memiliki dimensi akademis 
berupa teori dan konsep-konsep, juga 
memiliki dimensi praktis berupa 
keterampilan menerapkan teori dari konsep 
tersebut.28 
 
2. Falsafah atau Ideologi Negara 
Ideologi dan falsafah negara juga 
dapat mempengaruhi pendidikan Islam 
dikarenakan di dalam pendidikan Islam 
sendiri terdapat pemikiran yang harus 
dipikirkan secara mendalam, universal dan 
bahkan radikal yang berbentuk filsafat 
pendidikan Islam, untuk dapat 
menghasilkan dan melahirkan keputusan 
yang bijaksana dalam penyelenggaraan 
sistem pendidikan Islam. 
Dalam hal ini dapat dinyatakan 
bahwa ideologi atau falsafah negara dapat 
dinyatakan sangat mendukung bagi 
konversi IAIN menjadi UIN, yang 
merupakan bukti nyata tentang kebijakan 
pemantapan pendidikan Islam sebagai 
bagian dari sistem pendidikan nasional. 
Bila diruntut agak ke belakang, dukungan 
tersebut secara spesifik dilakukan melalui 
upaya penyempurnaan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-
Undang lain yang sejalan dengannya, 
                                                 
28
  Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 
150. 
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seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang 
Sertifikasi Guru dan Dosen.29 
 
3. Paham Keagamaan 
Dalam pendidikan Islam, paham 
keagaama-an merupakan landasan 
normatif-teologis atau religius, berupa 
ajaran dan nilai-nilai Islam yang diyakini 
sebagai kebenaran dan kebaikan yang 
dijadikan pegangan dan diwariskan secara 
estafeta dari generasi ke generasi serta 
biasanya dikembangkan melalui sistem 
pendidikan Islam, sehingga jelas sekali 
dapat mempengaruhi pendidikan Islam.  
Sesuai dengan fungsinya sebagai 
landasan normatif-teologi dan sekaligus 
sebagai spirit perjuangan, nilai-nilai dan 
berbagai ajaran Islam merupakan salah satu 
faktor dominan yang mempengaruhi 
pendidikan Islam di Indonesia, karena 
kaum Muslimin Indonesia sendiri dikenal 
religius dan aplikatif dalam menerapakan 
Islam dalam kehidupan.  
Bagi kaum Muslimin, konversi IAIN 
menjadi UIN dikategorikan sebagai 
perbaikan dan peningkatan keadaan 
pendidikan dan mutu pendidikannya yang 
boleh jadi merupakan sebuah keniscayaan 
(sunnah Allah) sekaligus sebagai bukti 
spirit perjuangan (jihâd fî sabîl Allah) 
merealisasikan perintah agama bagi 
keharusan melakukan pembaruan (tajdîd) 
dan restorasi (ishlâh), yaitu melalui metode 
perubahan (taghyīr). 
Salah satu domain tajdîd, ishlâh dan 
taghyīr yang dianggap sebagai fundamen 
dan memiliki nilai urgensitas yang tinggi 
                                                 
29
  Diadaptasi dari Nata, Sejarah Pendidikan Islam, 
hlm. 352-353.  
adalah mempersiapkan institusi pendidikan 
tinggi bagi generasi muda (syabâb) atau 
remaja (murâhiqîn). Karena itu, keberadaan 
lembaga pendidikan yang dapat membina 
“generasi emas” tersebut dikategorikan 
sebagai keniscayaan entitas dan bentuk 
jihad yang tidak boleh dianggap kecil. 
Selain sebagai sebuah keniscayaan 
(sunnah Allah), di sisi lain eksistensi tajdīd 
secara filosofis juga tercermin dalam 
beberapa ayat al-Qur‘an yang secara 
eksplisit mengandung perintah bagi 
keharusan melakukan pembaruan melalui 
perubahan (taghyīr).  
Allah  berfirman:   
 y7Ï9≡ sŒ  χr'Î/ ©!$# öΝ s9 à7tƒ # ZÉi tóãΒ ºpiyϑ÷èÏoΡ $ yγ yϑyè÷Ρ r& 
4’ n?tã BΘöθs% 4 ®L ym (#ρ çÉi tóãƒ $tΒ öΝ ÍκÅ¦àΡ r'Î/   χr& uρ ©!$# 
ì ‹Ïϑy™ ÒΟŠÎ= tæ ∩∈⊂∪     
“(Siksaan) yang demikian itu adalah 
karena Allah sekali-kali tidak akan 
merubah sesuatu nikmat yang telah 
dianugerahkan-Nya kepada suatu 
kaum, hingga kaum itu merubah apa-
apa yang ada pada diri mereka 
sendiri, dan sesungguhnya Allah 
Maha men-dengar lagi Maha 
mengetahui.” (QS. al-Anfāl [8]: 53) 
 ...3 χÎ) ©!$# Ÿω çÉi tóãƒ $ tΒ BΘöθs) Î/ 4®L ym (#ρ çÉi tóãƒ $ tΒ 
öΝ ÍκÅ¦àΡ r'Î/ 3  ...     
“...Sesungguhnya Allah tidak akan 
merubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri...” 
(QS. al-Ra’d [13]: 11) 
 
Dari kedua ayat di atas, nampak jelas 
bahwa untuk merubah umat dari 
kerendahan dan ketertinggalan menjadi 
mulia dan maju, maka kaum Muslimin 
sendiri harus berinisiatif dan antusiasme 
tinggi untuk merubah sikap mereka, baik 
pola pikir maupun perilakunya.  
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Secara faktual-filosofis dan empiris-
ontologis, keberadaan tajdīd serta 
eksistensi gerakan tajdīdiyyah dan para 
mujaddid dengan jelas dapat dilacak 
berdasarkan Hadits berikut:   ))  	
  	    !" #$% &'( )**' + * ,+-./,  0(( .  
“Allah senantiasa akan mengutus 
untuk umat ini pada setiap kurun 
waktu seratus tahun (seabad) 
pembaharu yang akan memperbarui 
bagi mereka agama mereka.” (HR. 
Abū Dāwud dan al-Hākim) 
 
4. Budaya Lokal dan Nasional 
Selain ditujukan untuk menanamkan 
dan menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam 
serta dijiwai oleh spirit perjuangan, 
pendidikan Islam juga ditujukan untuk 
memberikan corak dan kontribusi kepada 
pihak/golongan lainnya serta untuk 
bekerjasama dan memberdayakan pihak 
lain, maka budaya lokal dan nasional 
tersebut harus ditimbang dengan nilai-nilai 
Islam untuk kemudian diadopsi dan 
diadapsi ke dalam sistem pendidikan Islam. 
Dalam sejarahnya walaupun sebagian 
pihak menganggapnya sebagai hal yang 
kontroversial30, eksistensi dan 
perkembangan pendidikan Islam di 
Indonesia dinyatakan berasal dari proses 
interaksi misi Islam dengan tiga kondisi, 
yaitu interaksi dengan budaya lokal pra 
Islam yang menghasilkan akulturasi Islam 
dalam konteks budaya lokal (indigenous), 
interaksi dengan tradisi Timur Tengah 
modern dan interaksi dengan politik Hindia 
Belanda sehingga menghasilkan sistem 
pendidikan yang akulturatif-akomodatif. 
Berdasarkan landasan historis 
tersebut dan juga karena falsafah negara 
                                                 
30
  Lihat Nata (ed.), Kapita Selekta Pendidikan 
Islam, hlm. 98. 
yang didasarkan kepada kebinekaan-
keragaman dan realitas pluratis, maka 
pendidikan tinggi Islam yang dikonversi 
dari IAIN menjadi UIN harus menunjukkan 
prinsip fleksibiltas dalam pelaksanaan 
pendidikannya. Hal tersebut antara lain 
ditandai dengan penghargaan terhadap 
tradisi, adat-istiadat dan budaya asli (local 
wisdom), baik berskala lokal maupun 
nasional, tentunya setelah ditimbang dan 
diadaptasi berdasarkan prinsip-prinsip 
ajaran Islam, lalu diadopsi dan akhirnya 
diakulturasi menjadi budaya Islam atau 
budaya yang dipraktekkan oleh kaum 
Muslimin. Sehingga jargon “al-muhâfazhah 
bi al-qadîm al-shâlih wa al-akhdz bi al-
jadîd al-ashlah” (memelihara tradisi lama 
yang baik dan mengadopsi tradisi baru 
yang lebih baik) dapat diterapkan secara 
konseptual, operasional dan praksis oleh 
UIN dalam pelbagai kegiatan dan proses 
pendidikannya. 
 
5. Perkembangan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi 
Seiring dengan telah terjadi dan terus 
berlangsungnya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin 
pesat, kompleks dan variatif, sepatutnya 
tidak dijadikan penghalang bagi konversi 
IAIN menjadi UIN, malahan harus 
dijadikan sebagai titik tolak dan acuan 
penting yang melatarbelakanginya. 
Karena itu, tekad dan tradisi kuat dari 
setiap Muslim untuk merealisasikan ajaran 
Islam dalam sebuah institusi pendidikan 
tinggi Islam tidak harus menimbulkan 
kesenjangan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang selama ini 
sering menimbulkan tiga situasi yang tidak 
menguntungkan: pertama, dikotomi yang 
berkepanjangan antara ilmu agama dan 
ilmu umum; kedua, keterasingan 
pengajaran ilmu-ilmu keagamaan dari 
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realitas kemodernan; dan ketiga, 
menjauhnya kemajuan ilmu pengetahuan 
dari nilai-nilai agama. Merespon ketiga 
situasi itu, para sarjana Muslim modern 
mengusulkan perlunya usaha pemaduan 
ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu 
modern, antara lain dengan memunculkan 
gagasan dan proyek Islamisasi ilmu 
pengetahuan31, yang implementaitif-
praksis, bukan sekedar slogan atau 
konseptual belaka. 
Karena itu, ada beberapa hal yang 
bisa dilakukan bagi peningkatan sistem 
pendidikan Islam dan kecenderungan masa 
depan global. Pertama, umat Islam harus 
mampu memanfaatkan sarana teknologi 
sebagai alat perjuangan (jihâd) nya. 
Artinya, sarana teknologi perlu dijadikan 
sebagai alat perjuangan umat Islam dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan, dan 
bukan sebaliknya sebagai penghalang bagi 
kreativitas berpikir dan berbuat bagi 
perubahan untuk kemajuan. Kedua, umat 
Islam harus secara terus-menerus 
meningkatkan SDM yang berkualitas iptek 
dan imtaq secara bersamaan, atau 
peningkatan diri ke arah kekokohan 
spiritual, moral dan intelektual. Ketiga, 
proses modernisasi adalah sesuatu yang 
meniscayakan bagi perombakan sistem 
pendidikan Islam, mulai dari paradigma, 
konsep, kerangka kerja dan evaluasi32, 
sehingga ekspektasi tinggi untuk 
“menciptakan intelek yang ulama dan 
ulama yang intelek” bukan hanya sekedar 
jargon. 
 
                                                 
31
  Lihat M. Zainuddin, Paradigma Pendidikan 
Terpadu: Menyiapkan Generasi Ulul Albab, 
Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 13. 
32
  Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, Membuka 
Jendela Pendidikan: Mengurai Akar Tradisi dan 
Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam, Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 7-8. 
6. Kebijakan Ekonomi 
Ketika pendidikan dipandang sebagai 
salah satu sarana untuk menyiapkan tenaga 
kerja yang produktif dan siap pakai jasa, 
tenaga dan pikiran serta ide briliannya oleh 
masyarakat (users) dan karena aktivitas 
pendidikan memerlukan modal ekonomi, 
maka kebijakan ekonomi yang berlaku 
tentu saja sangat mempengaruhi sistem 
pendidikan Islam sedang yang 
berlangsung.33 
Perubahan dan konversi IAIN 
menjadi UIN selain berorientasi pada 
akhirat, sejatinya juga dimaksudkan untuk 
orientasi duniawi, yaitu untuk mewujudkan 
lembaga pendidikan tinggi yang unggul, 
kompetitif dan menguntungkan secara 
finansial atau paling minimal untuk 
menghasilkan lulusan yang mampu menjadi 
kompetitor dalam dunia usaha dan kegiatan 
ekonomi yang juga dihadapi oleh bangsa-
bangsa lain yang terkait dengan era 
globalisasi dan era pasar bebas seperti 
AFTA, WTO dan APEC, spesifiknya 
menjelang tahun 2020 yang akan datang. 
Kedua, analisis SWOT (Strength-
Weakness-Opportunity-Treath). 
Sebagai universitas yang baru lahir –
setelah dikonversi–, keberadaan UIN tentu 
saja akan diiringi oleh pelbagai kekurangan 
dan diliputi berbagai kelemahan. Namun 
realitas ini tidak harus menjadikan ide 
konversi surut ke belakang. Setelah 
diidentifikasi, kekurangan dan kelemahan 
tersebut harus segera dicari jalan keluar dan 
ditemukan berbagai peluang untuk meraih 
kemajuannya dalam rangka membangun 
kemajuan yang berdaya saing (competitive 
advantage) dan sekaligus untuk membukti-
                                                 
33
  Samsul Nizar dan Muhammad Syaifudin, Isu-Isu 
Kontemporer tentang Pendidikan Islam, Jakarta: 
Kalam Mulia, 2010, hlm. 67-69. 
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kan bahwa konversi IAIN menjadi UIN 
adalah ide yang tepat dan efektif.  
Berikut analisa singkat tentang hal 
tersebut:  
1. Strengthent atau Keunggulan 
Keunggulan yang dimaksud adalah 
keunggulan sebuah universitas atau setelah 
dikonversi menjadi universitas –dari IAIN 
menjadi UIN– yang selama ini menjadi 
harapan atau landasan moril bagi kebijakan 
konversi tersebut. Antara lain berupa 
kemampuan untuk mengembangkan 
program studi dan fakultas non agama atau 
fakultas umum, pengintegrasian penge-
tahuan agama dan umum yang sering kali 
dikotomis, daya tampung Mahasiswa yang 
lebih variatif serta alumnus yang 
diharapkan semakin berkiprah dan 
memiliki mobilitas vertikal. 
2.  Weakness atau Kelemahan 
Kelemahan yang dimaksud antara 
lain dapat berupa ketidakmampuan UIN 
memformulasikan harapan dan meraih sisi 
keunggulannya, menimbulkan keminiman 
calon mahasiswa program studi atau 
fakultas agama dan kekhawatiran terhadap 
anggapan bahwa yang berubah hanyalah 
nama, namun esensi dan substansialnya 
sama seperti ketika sebelumnya masih 
bernama IAIN; hal yang selama ini bahkan 
menjadi kritik internal. Antara lain berupa 
kelemahan kemampuan bahasa, kelemahan 
sistem dan metode, kelemahan sikap mental 
ilmiah dan kekurangan piranti keras 
(hardware). 
3. Opportunity atau Peluang 
Dengan dikonversi menjadi UIN, hal 
ini seharusnya dapat membawa dampak 
positif dalam mempercepat pemberdayaan 
institusi UIN sendiri sebagai lembaga 
pendidikan tinggi Islam, utamanya dalam 
meningkatkan mutu pendidikannya dengan 
berlandaskan kepada konsep TQM (Total 
Quality Management) misalnya. 
Secara teoritis konseptual, untuk 
meningkatkan mutu pendidikan, sebuah 
institusi harus menjadikan persepsi mutu 
pendidikan yang digagas oleh UNICEF 
sebagai standar acuannya, yang secara 
singkat mencakup lima hal pokok, yaitu34: 
a. Quality learners (healthy and ready-
to-learn children), yaitu mahasiswa 
sudah memenuhi tingkat kebutuhan 
minimal agar siap belajar di sekolah. 
Kebutuhan dasar mahasiswa dapat 
mencakup aspek kesehatan dasar dan 
transportasi ke sekolah; 
b. Quality learning environments 
(conducive classrooms), yaitu 
sekolah memiliki gedung dan atau 
kelas yang mendukung proses 
belajar-mengajar sehingga memenuhi 
standar bangunan minimal; 
c. Quality contents (appropriate 
curriculum relevant to children’s 
lives), yaitu kurikulum sesuai untuk 
kebutuhan masa depan mahasiswa 
agar dapat mandiri dan menjadi 
bagian masyarakat secara 
bertanggung jawab di masa depan; 
d. Quality processes (child-centered 
pedagogy and active learning of 
childrens), yaitu proses pengajaran 
sesuai secara pedagogis dan bersifat 
“belajar aktif” sehingga memberikan 
motivasi belajar yang tinggi kepada 
mahasiswa; dan 
e. Quality outcomes (pupils meet 
established learning standards), yaitu 
                                                 
34
  Nanang Fattah, Standar Pembiayaan 
Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2012, hlm. 61-62; dan UNICEF, “Defining 
Quality in Education”, a Paper Presented at the 
Meeting of The International Working Group on 
Education Florence, Italy June 2000. New York: 
Education Section-Programme Division, 2000, 
hlm. 4. 
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hasil mutu pendidikan memenuhi 
standar mutu yang sudah ditetapkan. 
Kelima standar mutu pendidikan 
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut35: 
a. Mutu mahasiswa (quality learners) 
Hal ini antara lain meliputi (1) 
terpenuhinya nutrisi yang memadai untuk 
pembangunan otak secara normal; (2) 
deteksi dini dari ketidakmampuan; (3) 
kepercayaan dan penghargaan diri personal 
pada mahasiswa; (4) keteraturan/frekuensi 
kehadiran belajar; (e) jalinan kerjasama 
antara keluarga dan sekolah termasuk 
dalam masalah transportasi; (f) dukungan 
keluarga untuk belajar; dan (g) pengalaman 
masa kecil yang positif. 
b. Mutu lingkungan (quality learning 
environments) 
Mutu lingkungan pendidikan yang 
urgen untuk diperhatikan antara lain (1) 
fasilitas sekolah termasuk ketersediaan air 
dan faktor kebersihan yang mencukupi; (2) 
ukuran kelas sesuai dengan rasio 
pertumbuhan mahasiswa dan dosen 
sehingga terjadi kenyamanan gerak dalam 
proses belajar-mengajar; (3) lingkungan 
aman dan tenteram, khususnya untuk 
mahasiswa perempuan, utamanya untuk 
menghindari praktek diskriminasi gender; 
(4) kedisiplinan sekolah yang efektif, 
khususnya kebijakan mengenai kesehatan 
dan nutrisi; (5) lingkungan yang inklusif 
dan kondusif; dan (6) tersedianya layanan 
kesehatan. 
c. Mutu kurikulum (quality contents) 
Berkaitan dengan mutu kurikulum 
pendidikan, acuan yang harus diperhatikan 
adalah (1) bahan kurikulum, yaitu dapat 
dipahami, sensitif pada isu jenis 
kelamin/gender dan relevan dengan 
                                                 
35
  UNICEF, “Defining Quality in Education”, hlm. 
5-21.  
kegiatan sekolah; (2) isi kurikulum, yaitu 
berdasarkan pada hasil pembelajaran yang 
telah dijabarkan, tidak diskriminatif, fokus 
kepada siswa, mengakomodasi muatan 
nasional dan warna/keunikan lokal, 
memperhatikan kecakapan menulis, 
membaca dan berhitung (calistung), serta 
keahlian untuk bertahan hidup, berisi 
pengetahuan mengenai kesetaraan gender, 
HIV/AIDS, kesehatan, nutrisi dan 
kedamaian; dan (3) ada target kurikulum. 
d. Mutu proses pengajaran (quality 
processes) 
Dalam proses pengajaran, ada 
beberapa hal yang menjadi perhatian dan 
harus dipandang dari dua sisi yang berbeda 
namun saling terkait erat, yaitu mahasiswa 
dan dosen. Inti dari mutu proses pengajaran 
adalah bahwa semua metode, pendekatan 
dan strategi pengajaran yang diberikan oleh 
dosen harus dapat menjadikan mahasiswa 
komunikatif dan aktif dalam proses 
pengajaran serta memiliki motivasi belajar 
yang tinggi. 
e. Mutu lulusan (quality outcomes) 
Maksudnya lulusan yang dihasilkan 
memenuhi standar mutu yang telah 
ditetapkan, antara lain dapat mempelajari 
apa yang mereka butuhkan, sadar dan 
memahami hak hak mereka, mampu 
berpartisipasi dalam setiap keputusan yang 
akan berpengaruh kepada kehidupan 
mereka sesuai dengan keterlibatan mereka 
dan mampu menghargai perbedaan, melatih 
persamaan, dan mencari jalan keluar setiap 
perbedaan tanpa melakukan kekerasan.  
Sedangkan menurut UNESCO dinyatakan, 
bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi 
oleh dimensi-dimensi berikut36: 
                                                 
36
  Lihat UNESCO, “Efa Global Minitoring Report: 
Education for All – The Quality Imperative”. 
Published in 2004, 7 Place de Fontenoy, 75352 
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a. Karakteristik pembelajar (learner 
characteristics) 
Dimensi ini sering disebut sebagai 
masukan (inputs), yaitu mahasiswa atau 
pembelajar dengan berbagai latar 
belakangnya, seperti pengetahuan (aptitude), 
kemauan dan semangat untuk belajar 
(perseverance), kesiapan untuk bersekolah 
(school readiness), pengetahuan sebelum 
masuk sekolah (prior knowledge) dan 
hambatan untuk pembelajaran (barriers to 
learning) terutama bagi mahasiswa luar 
biasa.  
Banyak faktor dari latar belakang 
mahasiswa yang sangat mempengaruhi 
mutu pendidikan. Namun banyak pula yang 
tidak didukung oleh kondisi yang kondusif, 
misalnya anak usia sekolah idik berasal dari 
keluarga tidak mampu, keluarga tidak 
harmonis (broken home), kesehatan 
lingkungan tidak memadai dan pola asuh 
anak khususnya di usia dini serta faktor-
faktor lainnya. Dimensi ini menjadi faktor 
awal yang mempengaruhi mutu pendidikan.  
b. Pengupayaan masukan (enabling 
inputs) 
Ada dua macam masukan yang akan 
mempengaruhi mutu pendidikan yang 
dihasilkan, yaitu sumber daya manusia dan 
sumber daya fisikal. Dosen, rektor atau 
ketua, pengawas dan tenaga kependidikan 
lain menjadi sumber daya manusia (human 
resources) yang akan mempengaruhi mutu 
hasil belajar mahasiswa (outcomes). Proses 
belajar mengajar tidak dapat berlangsung 
dengan nyaman dan aman jika fasilitas 
belajar, seperti gedung sekolah, ruang 
kelas, buku dan bahan ajar lainnya 
(learning materials) serta media dan alat 
peraga yang dapat diupayakan oleh 
sekolah, termasuk perpustakaan dan 
                                                                        
Paris, 07 SP. Prancis: UNESCO Publishing, 
2005, hlm. 35-37. 
laboratorium, bahkan kantin sekolah dan 
fasilitas fisikal pendidikan lainnya, seperti 
buku pelajaran dan kurikulum yang 
digunakan di sekolah tidak difasilitasi 
dengan baik. Semua itu dikenal sebagai 
infrastruktur fisikal (physical 
infrastructure atau facilities). Singkatnya, 
mutu SDM yang tersedia dan mutu fasilitas 
sekolah merupakan dua masukan yang 
berpengaruh terhadap mutu pendidikan. 
c. Proses belajar-mengajar (teaching 
and learning) 
Dimensi ini merupakan inti dari 
masalah pendidikan. Dalam inti masalah 
pendidikan ini terdapat tiga komponen 
utama pendidikan yang saling berinteraksi 
satu dengan lainnya, yaitu mahasiswa, 
dosen dan kurikulum. Tanpa mahasiswa, 
siapa yang akan diajar? Tanpa dosen, siapa 
yang akan mengajar? Dan tanpa kurikulum, 
bahan apa yang akan diajarkan?  
Oleh karena itu, mutu proses belajar 
mengajar atau mutu interaksi edukatif yang 
terjadi di ruang kelas, menjadi faktor yang 
amat berpengaruh terhadap mutu 
pendidikan. Efektivitas proses belajar-
mengajar sedikitnya dipengaruhi oleh (a) 
lama waktu belajar; (b) metode mengajar 
yang digunakan; (c) penilaian, umpan balik 
dan bentuk penghargaan bagi mahasiswa; 
dan (d) jumlah mahasiswa dalam satu 
kelas. 
d. Hasil belajar (outcomes) 
Hasil belajar adalah sasaran yang 
diharapkan oleh semua pihak. Harapan dari 
pihak-pihak yang mengharapkan lulusan 
yang “siap pakai” untuk diakomodir oleh 
pendidikan kejuruan. Sementara pihak 
praktisi umumnya lebih berharap lulusan 
yang “siap latih”.  
Namun esensinya, semua jalur, 
jenjang dan jenis pendidikan seharusnya 
menghasilkan lulusan yang dapat membaca 
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dan menulis (literacy), berhitung 
(numeracy) dan kecakapan hidup (life 
skills).  Selain itu, peserta didik juga harus 
memiliki kecerdasan emosional dan sosial 
(emotional and social intelligences) serta 
nilai-nilai lain yang diperlukan masyarakat.  
Hasil belajar yang akan dicapai 
disesuaikan dengan bakat dan kemampuan-
nya, serta sesuai dengan tipe kecerdas-
annya. Di samping sesuai dengan nilai-nilai 
kehidupan (values) yang diperlukan untuk 
memelihara dan mentransformasikan nilai 
sosial dan budaya. Dalam perspektif 
psikologi pendidikan dikenal sebagai ranah 
kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedang 
dalam perspektif sosial dikenal dengan 
istilah 3 H (head, heart and hand).  
e. Konteks (contexts) atau lingkungan 
(environments) 
Keempat dimensi mutu pendidikan 
yang telah dijelaskan saling pengaruh-
mempengaruhi dengan konteks (contexts) 
atau lingkungan (environments) yang 
meliputi berbagai aspek alam, sosial, 
ekonomi dan budaya, antara lain (1) 
kondisi pasar ekonomi dan masyarakat; (2) 
faktor religius dan sosio-kultural; (3) 
pengetahuan dan infrastruktur yang 
mendukung pendidikan; (4) ketersediaan 
sumber-sumber masyarakat untuk 
pendidikan; (5) daya saing profesi 
mengajar pada pasar tenaga kerja; (6) 
strategi manajemen dan tata kelola 
pemerintahan; (7) pandangan filosofis guru 
dan peserta didik; (8) pengaruh teman 
sebaya (peer effects); (9) dukungan orang 
tua atau keluarga (parental support); (10) 
ketersediaan waktu untuk sekolah dan 
mengerjakan PR; (11) standar-standar 
nasional (national standards); (12) harapan 
masyarakat (public expectations); (13) 
permintaan pasar tenaga kerja (labour 
market demands); dan (14) globalisasi 
(globalization). 
Di samping itu, konversi IAIN 
menjadi UIN juga diharapkan untuk 
mengembangkan identitasnya yang selama 
ini telah menjadi ekspektasi yang 
diamanahkan kepada IAIN. Yaitu menjadi 
pusat studi dan pengembangan Islam, 
berupa academic expectations. Juga 
menjadi institusi yang mampu memberikan 
respons dan jawaban Islami terhadap 
tantangan-tantangan zaman sehingga dapat 
memberikan warna dan pengaruh 
keislaman kepada masyarakat Islam secara 
keseluruhan, berupa social expectations. 
4. Treathment atau Hambatan 
Hambatan atau ancaman terberat 
yang dihadapi pendidikan tinggi Islam yang 
telah dikonversi dari IAIN menjadi UIN 
secara spesifik-partikulatif dan bagi kaum 
Muslimin secara global-generatif adalah 
dihadapkannya mereka kepada lima 
kecenderungan di era global yang 
membawa dampak bagi kehidupan yang 
luas. Yaitu (a) kecenderungan untuk 
berintegrasi dalam kehidupan ekonomi; (b) 
kecenderungan untuk berpecah belah 
(fragmentasi) dalam kehidupan politik; (c) 
kecenderungan interdepensi (kesaling-
tergantungan) antara satu negara dengan 
negara lain; (d) kecenderungan semakin 
meningkatnya kemajuan dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
selanjutnya mengubah secara radikal situasi 
pasar kerja; dan (e) kecenderungan semakin 
tergesernya kebudayaan dan tradisi baru 
yang seringkali menimbulkan new 
colonization in culture (penjajahan baru 
dalam bidang kebudayaan)37; serta berbagai 
kecenderungan era globalisasi lainnya yang 
                                                 
37
  Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 
150. 
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seringkali menjadi wajah baru bagi invasi 
pemikiran dan peradaban (ghazw fikrî wa 
tsaqâfî) serta tidak jarang dapat menjadi 
invasi militer (ghazw ’askarî) atau 
peperangan fisik yang bahkan sangat nyata 
terjadi38, sebagai senjata baru untuk 
memberangus Islam dan menghancurkan 
kaum Muslimin. 
Hal tersebut walaupun dapat 
dikategorikan menjadi sebuah peluang, 
namun dapat juga menjadi sebagai sebuah 
ancaman, khususnya bila IAIN yang telah 
dikonversi menjadi UIN tidak mampu 
menghasilkan lulusan dan bukan hanya 
responsip dan adaptif dengan era global, 
bahkan harus menghasilkan lulusan yang 
kompetitif, inovatif dan kreatif yang akan 
berdaya guna dan juga berhasil guna. 
Di samping itu, hal atau faktor lain 
yang dapat menjadi penghambat bagi 
perkembangan dan kemajuan dari konversi 
IAIN menjadi UIN antara lain berupa39: 
a. Keterbatasan SDM. 
Permasalahan SDM pendidikan, 
utamanya personal sivitas akademika, 
termasuk masalah yang sangat vital dalam 
dunia pendidikan, terutama tenaga dosen, 
baik secara kuantitas maupun kualitas. 
Secara kuantitas, dengan dibukanya 
bidang-bidang ilmu umum, sudah pasti 
harus dibarengi dengan kuantitas dan 
                                                 
38
  Lihat ’Abd al-Rahmân ibn Zaid al-Zunaidî, al-
’Aulamah al-Gharbiyyah wa al-Shahwah al-
Islâmiyyah: al-Mauqif al-Rasyîd, Riyadh: Dâr 
Isybîliya, 2000, hlm. 23-51; Manshûr ’Abd al-
’Azîz al-Khirrîjî, al-Ghazw al-Tsaqâfî li al-
Ummah al-Islâmiyyah: Mâdhîhi wa Hâdhirihi, 
Riyadh: Dâr al-Shamai’î, 1420 H., hlm. 153-194; 
dan Sa’d al-Dîn al-Sayyid Shâlih, Ihdzarû al-
Asâlîb al-Hadîtsah fî Muwâjahah al-Islâm, Uni 
Emirat Arab: Maktabah al-Shahâbah dan 
Maktabah al-Tâbi’în Kairo, 1998. 
39
  Hal ini seperti yang disarankan dan 
dikemukakan oleh oleh Prof. Dr. H. Abuddin 
Nata, M.A. pada tanggal 04 Januari 2014 kepada 
penulis ketika mempresentasikan makalah ini 
secara tertulis untuk perbaikan makalah. 
bahkan kualitas dari dosen-dosen yang 
mengajarkan ilmu-ilmu umum tersebut 
yang notabene masih sangat baru dan 
dalam tahap rekrutmen serta pembuktian 
terhadap integritasnya. Demikian pula 
halnya dengan dosen-dosen ilmu agama 
yang selama ini memang menjadi andalan 
UIN. 
Secara kuantitas, rasio dosen dengan 
jumlah mahasiswa juga harus selalu 
diseimbangkan. Sedangkan untuk 
peningkatan kualitas dosen secara umum 
adalah dengan memberikan kesempatan 
kepada para dosen untuk mengikuti 
program pelatihan penelitian pengembang-
an, dan dengan menyelenggarakan progran 
studi pascasarjana S2 dan S3, 
menyelenggarakan “crash program” untuk 
menghasilkan doktor tanpa harus melalui 
program perkuliahan dan dengan 
melakukan pengiriman para dosen ke luar 
negeri, utamanya adalah untuk mempelajari 
“metodologi” dan hal-hal lainnya yang 
bermanfaat dan sangat dibutuhkan untuk 
menunjang profesionalitas dan intelek-
tualitas keilmuannya. 
b. Kepemimpinan (leadership) 
Edward Sallis pernah menyatakan 
bahwa kepemimpinan atau unsur 
kepemimpinan merupakan aspek yang 
penting dalam Total Quality Management 
(TQM) di dunia pendidikan, maka dapat 
dinyatakan bahwa faktor kepemimpinan 
juga termasuk yang sangat mempengaruhi 
atau bahkan menentukan bagi kegagalan 
atau keberhasilan visi, arah dan orientasi 
dari konversi IAIN menjadi UIN. 
Karena itu, dalam pendidikan Islam, 
termasuk yang berwujud UIN, haruslah 
dinakhodai oleh pemimpin yang sedikitnya 
memenuhi syarat sebagai berikut40: 
                                                 
40
  Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi 
Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, hlm. 
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1) Memiliki kemampuan technical skill, 
yaitu kemampuan melaksanakan hal-
hal yang bersifat teknis, seperti 
menggunakan peralatan teknologi 
komputer dan komunikasi, media dan 
peralatan teknologi lainnya, serta 
mampu melaksanakan hal-hal yang 
bersifat teknis seperti mengatur tata 
ruang kerja, SOP dan lainnya.  
2) Memiliki kemampuan leadership 
skill, yaitu kemempuan mem-
pengaruhi, mengarahkan, mem-
bimbing dan menggerakkan sumber 
tenaga kerja, agar mau bekerja sesuai 
prosedur yang ditetapkan. 
3) Memiliki kemampuan emotional 
skill, yaitu kemampuan mengelola 
dan mengendalikan emosinya agar 
menjadi sesuatu yang positif, dengan 
cara merasakan apa yang dirasakan 
orang lain, sehingga timbul rasa cinta, 
peduli, simpati, empati dan kasih 
sayang yang selanjutnya akan 
mendorong seseorang untuk 
melakukan suatu pekerjaan dengan 
penuh semangat. 
4) Memiliki kemampuan communication 
skill, yaitu kemampuan membangun 
hubungan dan kerjasama dengan 
orang lain, atas dasar saling 
membantu, tolong-menolong, toleransi 
dan saling menghargai. Melalui 
komunikasi ini, akan terjadi 
persamaan pandangan dalam melihat 
segala sesuatu, dan karenanya tidak 
akan terjadi salah persepsi yang 
                                                                        
367-368. Bandingkan dengan pula Baharuddin 
dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam: 
Antara Teori & Praktik, Jogjakarta: ar-Ruzz 
Media, 2012, hlm. 135; dan Muhaimin, Suti’ah 
dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen 
Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan 
Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, 
hlm. 8-9. 
menyebabkan terjadinya kesalahan 
tindakan dan perbuatan. Melalui 
komunikasi yang baik, akan terjadi 
koordinasi yang baik, sehingga akan 
mampu menghindari overlapping, 
salah urus dan sebagainya.  
5) Memiliki kemampuan moral skill, 
yaitu kemampuan untuk memberikan 
bobot dan makna dari sesuatu, yakni 
kemampuan mengarahkan sesuatu 
yang dilakukan atas dasar kejujuran, 
keadilan, kebersamaan, demokrasi 
dan keinginan mewujudkan 
kesejahteraan bersama di antara 
sesama anggota karyawan, sehingga 
dapat dirasakan sebagai sesuatu yang 
membahagiakan. 
6) Memiliki kemampuan spiritual skill, 
yaitu kemampuan untuk memberikan 
makna ilahiah dan transendental atas 
suatu pekerjaan yang dilakukan, 
sehingga pekerjaan tersebut akan 
terhindar dari tujuan-tujuan yang 
bertentangan dengan ajaran agama. 
Kemampuan tersebut dapat diwujud-
kan dalam bentuk mengarah-kan dan 
menempatkan tugas dan pekerjaan 
sebagai amanah yang harus 
dipertanggungjawabkan di hadapan 
Allah, dan menganggapnya sebagai 
bentuk pengabdian dan ibadah yang 
semata-mata dilakukan ikhlash 
karena-Nya. 
 
c. Konsolidasi internal dan eksternal 
Terkait dengan faktor urgensitas 
kepemimpinan seperti yang telah dikemuka-
kan, karena kepemimpinan berada dalam 
komunitas yang sangat beragam dan variatif; 
yaitu berisi banyak orang, terdapat interaksi 
melalui cara-cara tertentu, berjalan teratur 
atau ditentukan oleh sejenis struktur serta 
karena faktor lainnya, maka kemampuan 
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berkonsolidasi merupakan hal yang mutlak 
diperlukan, termasuk dalam dunia 
pendidikan dan spesifiknya dilakukan oleh 
pemimpinnya. Karena itu, dalam lembaga 
pendidikan Islam pun tidak akan pernah bisa 
efektif jika unsur kepemimpinan yang 
merupakan pendorong utama tidak berfungsi 
dengan semestinya; dalam artian tidak 
mampu melakukan proses mempengaruhi, 
mengordinasi dan menggerakkan perilaku 
orang lain serta melakukan suatu perubahan 
ke arah yang lebih positif dalam 
mengupayakan keberhasilan pendidikan, 
baik secara internal (inside) maupun 
eksternal (outside). 
d. Kurikulum 
Sebagaimana yang telah dikemuka-
kan, konversi IAIN menjadi UIN tidak 
berarti apa-apa bila tidak terjadi perubahan 
kurikulum yang signifikan dan responsif 
terhadap konversi tersebut. Antara lain 
dilakukan dengan merubah orientasi IAIN 
yang hanya sekedar untuk mencetak 
pegawai negeri (white collar job) terutama 
untuk bekerja di lingkungan Departemen 
Agama. Ketika dikonversi, lulusan UIN 
diharapkan dapat bekerja di lapangan dan 
bidang lain yang sangat banyak dan 
variatif. Karena itu, setelah menjadi UIN, 
dengan sendirinya sistem pendidikan dan 
orientasi kurikulum harus diarahkan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan 
dapat meresponi perubahan-perubahan 
yang sedang dan akan terjadi dalam proses 
modernisasi (pembangunan) dan 
globalisasi. 
e. Kelembagaan  
Dalam hal ini adalah kemampuan 
memperoyeksi dan melobi untuk 
memastikan keberadaan IAIN setelah 
dikonversi menjadi UIN, apakah tetap 
berada di bawah naungan Depag 
Departemen Agama, atau berada di bawah 
Departemen Pendidikan Nasional. 
Menempatkan UIN pada salah satu dari dua 
departemen tersebut bukan merupakan 
solusi yang tepat. Jika UIN tetap berada di 
bawah Depag akan mengalami kesulitan 
dalam hal tersedianya organ yang membina 
fakultas-fakultas umum. Organ yang 
membina fakultas-fakultas umum sendiri 
berada pada Depdiknas. Demikian juga bila 
UIN berada di bawah Depdiknas juga akan 
mengalami kesulitan, karena di Depdiknas 
tidak cukup tersedia unit yang membina 
fakultas-fakultas agama yang ada di UIN.  
Di samping itu, terkait dengan 
kelembagaan, hal urgen lain yang harus 
segera dilakukan adalah penataan fakultas-
fakultas IAIN yang tersebar dengan 
perbedaan faktor-faktor pendukungnya, 
menetapkan syarat dan regulasi bagi 
konversi IAIN menjadi UIN. 
Oleh karena itu, agar konversi IAIN 
menjadi UIN di masa depan semakin 
berkembang, ada beberapa langkah-langkah 
strategis yang bukan hanya harus 
dipersiapkan dengan matang dan terencana, 
bahkan segera dilakukan secara maksimal 
dan optimal serta untuk selalu 
dikembangkan dan dievaluasi secara 
kontinuitas, yaitu41: 
1) Menjaga kelangsungan dan 
kemajuan fakultas agama sebagai 
basis moral. Meskipun ada beberapa 
fakultas umum yang baru, tidak 
selayaknya mengabaikan fakultas 
agama yang telah lama eksis. 
2) Melakukan peninjauan Islam dari 
berbagai aspek untuk menangkap 
pesan-pesan wahyu yang diyakini 
memiliki kebenaran mutlak dan 
bukan sebaliknya, meninjau teori 
dari perspektif wahyu yang berarti 
                                                 
41
 Diadaptasi dari Qomar, Manajemen Pendidikan 
Islam, hlm. 118-119. 
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mensubordinasikan wahyu pada 
pikiran manusia dan 
mendegradasikan martabat wahyu. 
3) Mengadakan lompatan untuk 
mengejar ketertinggalan dari 
universitas negeri, seperti UGM, 
ITB, UI dan sebagainya. 
4) Menjadikan UIN sebagai kampus 
berbasis epistemologi dan riset yang 
mengarah pada temuan-temuan 
ilmiah. 
5) Mengejar reputasi internasional 
melalui upaya memperoleh hak-hak 
paten atas karya-karya yang 
monumental atau temuan ilmiah. 
6) Membangun jaringan kerja sama 
internasional dengan berbagai 
perguruan tinggi maju maupun 
lembaga lain yang terkait dengan 
penguatan akademik. 
7) Memperkuat jantung perguruan 
tinggi (dosen, perpustakaan dan 
laboratorium) baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif. 
8) Membangun sentra-sentra sumber 
finansial untuk mendukung 
pengembangan kampus. 
9) Berusaha keras memberikan 
kontribusi riil kepada masyarakat 
sebagai hasil pengem-bangan sains 
dan teknologi. 
10) Berusaha mewujudkan penerbitan 
hasil-hasil karya sivitas akademika 
UIN secara besar-besaran dan 
berkelanjutan. 
 
E. Penutup 
Dari “Analisa Kebijakan Publik tentang 
Perubahan Institut Menjadi Universitas: Studi 
Analitis Kasus IAIN Menjadi UIN” yang 
telah dikemukakan secara deskriptif-
eksplanatif dan kritis-analitis, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Konversi IAIN menjadi UIN 
memiliki latar belakang, urgensitas 
dan rasionalitas bagi kemajuan 
pendidikan tinggi Islam di Indonesia, 
utamanya dalam rangka 
menyongsong era globalisasi yang 
menuntut adanya sumber daya 
manusia (SDM) yang berkualitas 
tinggi sehingga mampu bersaing di 
pasaran dunia dan di era globalisasi. 
2. Berbagai kekhawatiran yang timbul 
dan banyaknya permasalahan atau 
problematika yang ada sebagai 
dampak dari konversi IAIN menjadi 
UIN tiada lain merupakan dinamika 
kehidupan yang harus disikapi 
dengan bijak dan bila ter-dapat 
berbagai kelemahan, maka selain 
diminimalisir juga harus dientaskan 
secara optimal. 
3. Ide konversi IAIN menjadi UIN 
sebagai kebijakan pendidikan bila 
ditinjau berdasarkan faktor-faktor 
utama yang memengaruhinya dan 
juga berdas-arkan analisis SWOT, 
sudah pasti memiliki segi-segi 
kelebihan dan kekurangan, untuk 
kemudian dapat diajukan berbagai 
alternatif pemecahan yang dapat 
dijadikan sebagai rekomendasi; baik 
secara teoritis-konseptual maupun 
secara praktis dan praksis, baik 
berasal dari internal IAIN atau UIN 
maupun dari pihak eksternal di luar 
UIN sekalipun.  
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